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Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang dapat menghancurkan generasi penerus dan menghambat
pembangunan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan. Masalah narkotika ini
sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan khususnya Provinsi Sumatera Utara disebabkan provinsi ini berada
pada urutan kedua setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada banyaknya pengguna narkotika. Penelitian ini sangat
penting dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menghindarkan para pemuda penerus bangsa
pemakai narkotika dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pidana penyalahgunaan narkotika. Bahwa
penerapan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur tentang double track sistem dimana
pecandu narkotika dapat dihukum dengan tindakan berupa rehabilitasi. Tetapi dalam penerapannya hakim selalu
menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara bagi pecandu narkotika. Sehingga pecandu narkotika semakin banyak di
dalam penjara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi model double track system, sanksi
pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I A Langkat, apakah double track system ini dapat dilaksanakan dan apa saja yang menjadi
hambatan dalam penerapan double track system ini, dengan menggunakan metode pendekatan socio-legal research.
Kesimpulan dari hasil penelitian sampai sekarang sistem pemidanaan yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Kabupaten
Langkat terhadap pelaku kejahatan narkotika masih memakai single track system, sehingga semua narapidana yang
menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara.

Kata Kunci: Double Track System, Kejahatan Narkoba, Rehabilitasi dan Hukuman Penjara.

Abstract

Narcotics abuse is a danger that can destroy the next generation and hinder the development of the Indonesian nation in
carrying out development in every sector of life. The narcotics problem is very much a concern of the people of Indonesia and
especially the Province of North Sumatra because this province is ranked second after the Special Capital Region of Jakarta in
the number of narcotics users. This research is very important in order to help the government program in order to avoid the
youth of the nation's successors of narcotics users and provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts of
narcotics abuse. That the application of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics has set about a double track system where
narcotics addicts can be punished with actions in the form of rehabilitation. But in its application the judge always imposes
criminal sanctions in the form of prison for drug addicts. So that more and more drug addicts in prison. The problems
discussed in this study are the implementation of the double track system model, criminal sanctions and actions as a criminal
system for the perpetrators of narcotics abuse crimes in Langkat Class Il Penitentiary, whether this double track system can
be implemented and whatever is an obstacle in the implementation of this double track system, by using the socio-legal
research approach. Conclusions from the results of the study up to now the criminal system that was handed down in the
Langkat District Court against narcotics criminals still used a single track system, so that all prisoners who served their
sentences in Class Il A Narcotics Lap Langkat were sentenced in the form of imprisonment.

Keywords: Double Track System, Drug Crimes, Rehabilitation and Prison Punishment.
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PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di
Indonesia sudah sampai pada tingkat yang
sangat mengkhawatirkan. Menurut
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Amir Syamsuddin, berdasarkan informasi
yang didapat dari website Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa di
tahun 2011 tercatat ada 98 kasus yang

digagalkan oleh Departemen Hukum dan

HAM (Depkumham) penyelundupan
narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Pada tahun 2012

Depkumham telah mengungkap 12 tindak
pidana narkotika, yang menjadi masalah
adalah bahwa lembaga pemasyarakatan

kita telah menjadi tempat yang sangat

strategis bagi peredaran narkotika.
Pemakai narkotika banyak hukum di
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

mereka rata-rata adalah orang berkategori
kaya atau terpaksa harus memiliki uang.
Hal ini disebabkan karena para narapidana
ternyata masih dalam kondisi
ketergantungan tetap dipaksa di penjara
dalam lapas dan kita masih memiliki
paradigma berfikir bahwa para pemakai
ini  kita

narkotika seperti

anggap
narapidana penjahat biasa sehingga bisa
ditempatkan pada LAPAS, tanpa proses
penyembuhan dari ketergantungan pada

Narkotika.

96

Padahal para pecandu narkotika yang

berada di LAPAS dalam keadaan

ketergantungan pada narkotika akan
sangat berbahaya bagi kondisi tubuh dan
jiwanya maka para pecandu narkotika itu
seharusnya menjalankan

dahulu

proses

rehabilitasi  terlebih untuk
menghilangkan kecanduannya terhadap
narkotika. Dan jika mereka tidak menjalani
terlebih  dahuly,

ke

proses  rehabilitasi

langsung  dimasukkan Lembaga
Pemasyarakatan saja maka hal itu tidak
akan menyelesaikan masalah, tapi akan
membuat masalah baru yaitu adanya
peredaran narkotika di dalam LAPAS.
Hukuman pidana dengan menempatkan
para pecandu narkotika di dalam LAPAS
harus ditinjau ulang yaitu dengan
menerapkan tindakan, sebagaimana dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
telah diberlakukan di negara ini yang
dikenal

dengan sistem ganda dalam

menjatuhkan pidana bagi pecandu

narkotika, karena dengan menjatuhkan

pidana saja tanpa proses tindakan
rehabilitasi kepada  para  pecandu
narkotika tidak akan menyelesaikan

masalah, tetapi hanya akan menimbulkan
masalah baru dalam LAPAS.

35
Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Dalam Undang-undang No

memberikan wewenang pada hakim untuk

melakukan pemidanaan berupa tindakan
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bagi korban pecandu narkotika untuk
menjalani rehabilitasi sosial dan medis.
Rehabilitasi

adalah proses menjalani

pengobatan  atau  perawatan

yang
dilakukan oleh narapidana diperhitungkan
sebagai masa menjalani hukuman. Tetapi
hingga saat ini masih jarang majelis hakim
yang memberikan vonis berupa tindakan
rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti
sebagai pecandu narkotika. Hal tersebut
dapat dilhat dari wawancara dengan
petugas LAPAS Narkotika Kelas 1I A
Kabupaten Langkat bahwa di sana belum
ada narapidana yang menjalani hukuman
di Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten
Langkat karena putusan hakim yang
menjatuhkan dengan sistem dua arah ini.
Selama tahun 2015 berdasarkan hasil
wawancara dengan petugas Lapas
Narkotika Langkat hanya 15 orang yang
menjalani rehabilitasi sosial bukan karena

putusan hakim tapi rehabilitasi

yang
dilaksanakan oleh narapidana setelah lulus
test persyaratan yang dilakukan oleh team
screening dari Badan Narkotika Nasional
Deli Serdang.

Putusan hakim dengan sistem dua
arah pidana dan tindakan rehabititasi
sampai belum

sekarang pernah

diimplementasikan. Permasalahan yang
sedang dihadapi sekarang di Sumatera
Utara berkaitan dengan penyalahgunaan

narkotika adalah bahwa Sumatera Utara

menempati ranking kedua setelah DKI
Jakarta dalam tingkat pemakai narkoba hal
oleh
Pemberantasan BNN RI

ini disampaikan Deputi
Irjen Arman
Depari saat diskusi dengan tema “ Narkoba
Perang Zaman Now” di Medan, Jumat
(11/5/2018) Arman menyebutkan pada
tahun 2015 lalu, peringkat kedua
ditempati oleh Kalimantan Timur, namun
kini, Sumatera Utara menggeser provinsi
tersebut.“ Di Sumatera Utara peredaran
narkoba sangat parah, bahkan Kkini
Sumatera Utara telah berada pada posisi
kedua di Indonesia untuk banyaknya
pengguna Narkoba” kata Amran. Langkah
yang dilakukan seperti inspeksi mendadak
pada pengguna narkotika di lembaga
pemasyarakatan tidak berlangsung efektif
karena efeknya hanya akan bersifat
sementara (Republika, 2018).

Akar permasalahannya justru pada
adanya permintaan narkoba yang cukup
besar dan adanya penawaran yang tidak
dihentikan  bahkan

Untuk

bisa cenderung

meningkat. itu perlunya
menyiapkan pusat rehabilitasi khususnya
bagi pelaku tindak pidana narkotika
adalah merupakan salah satu solusi untuk
mengatasi penyalahgunaan narkotika di
Sumatera Utara. Dengan berkoordinasi

dengan Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika di Sumatera Utara yang berada

di Langkat dan di Pemantang Siantar.
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Mereka  korban

penyalahgunaan menerapkan dan juga membuat undang

narkoba sebenarnya harus diobati yaitu undang tersendiri bagi penyalahgunaan

dengan cara direhabilitasi agar sembuh
dari ketergantungan narkotika (Forum,
2001). Menempatkan mereka di dalam
penjara tidak akan menjadikan mereka
dari

terbebas ketergantungan kepada

narkotika, selain memenjarakan harus juga

melakukan  rehabilitasi pada  para
narapidana pecandu narkotika. Tidak
dipungkiri lagi bahwa masih banyak

pecandu narkotika di dalam LAPAS yang
menggunakan narkotika. Hal Ini terjadi
karena mereka dipenjara secara fisik

tetapi  kondisi kecanduannya tidak

diatasi/diobati sehingga mereka masih
dalam kondisi kecanduan dimana tubuh

mereka masih menginginkan asupan

narkotika, dan mereka sangat

menginginkan adanya rehabilitasi untuk

mengatasi kondisi kecanduan tersebut.

Maka proses rehabilitasi menjadi sangat

penting dilakukan untuk mengatasi

keadaan ini. Kondisi tersebut jika tidak
segera diatasi hanya akan menjadi masalah
dalam LAPAS Kkarena para narapidana

pecandu pasti akan semakin

ketergantungan pada narkotika.

Pembangunan pusat rehabilitasi berbasis

Lembaga Pemasyarakatan sangat

diperlukan sehingga penanganan dari

pelaku narkoba dapat penanganan yang

tepat. Di Indonesia sendiri telah

98

narkoba.

Adapun undang undang tersebut
adalah Undang-undang No. 35 tahun 2009.
narkotika

Kasus  peredaran

gelap
dilakukan oleh para penjahat narkotika
dari dalam maupun dari luar negeri karena
kejahatan narkotika kini telah menjadi
kejahatan transnasional dan terorganisir
dengan rapi.

Pengaturan mengenai pelaksanaan
penerapan sistem pemidanaan double

track sysem sebetulnya sudah jelas

sebagaimana diatur dalam Pasal 127
Undang-undang No. 35 Tahun 2009.
Double track system ini menghendaki agar
unsur pencelaan/penderitaan dan unsur
sama-sama diakomodasi dalam sistem
sanksi hukuman pidana (Undang-undang
No. 35 Tahun 2009). Double track system
menuntut adanya keselarasan antara
sanksi berupa pidana dan sanksi berupa
rehabilitasi

tindakan sebagai

upaya

pemulihan dan pencegahan bagi pelaku

penyalahgunaan  narkotika  (Undang-
undang No. 35 Tahun 2009).

Bentuk tindakan hukum yang
dikenakan terhadap korban
penyalahgunaan Narkotika dalam

pemidanaan dikenai tindakan berupa
rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan

salah satu kegiatan yang dilakukan
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pemerintah  dalam  mencegah  dan

memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Penetapan rehabilitasi bagi korban

penyalahgunaan Narkotika merupakan
pidana alternatif yang dijatuhkan oleh
hakim dan diperhitungkan sebagai masa
menjalani hukuman (Muladi, 1985).
Tindakan hukum yang berupa
rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan
klien gangguan penggunaan narkoba baik
dalam waktu tertentu

jangka yang

bertujuan mengubah prilaku  untuk
mengubah fungsi individu di masyarakat
sebagaimana sebelum mereka
mengonsumsi narkoba. Prosedur tindakan
hukum yang dikenakan terhadap korban
penyalahgunaan  narkotika  tercermin
dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010
yang pada prinsipnya ketika hakim
memberikan hukuman tindakan seperti
perintah untuk dilakukan tindakan hukum

berupa rehabilitasi pada terdakwa. Para

Majelis Hakim harus secara tegas
menunjuk rumah sakit atau panti
rehabilitasi yang dituju dalam amar
putusannya.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana
dalam tindak pidana narkotika dikenal
pula double track system, merupakan
sebuah langkah baru dalam pemberian
sanksi kepada para pecandu narkotika
dasar kebijakan

yang menjadi

pemberantasan kejahatan penyalahgunaan

narkotika (Nawawi, 1998). Pada sistem ini
ada dua cara dalam pengenaan sanksi pada
hukum pidana, walaupun dalam literatur
yang telah ada tidak ditemukan penegasan
secara tegas tentang ide dasar double track
system, tapi jika dilihat dari latar belakang
kemunculannya dapat disimpulkan bahwa
ide dasar sistem tersebut yang ada dalam
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Selain itu pecandu
Narkotika yang dapat dikenai pemidanaan
berupa tindakan ialah korban yang bukan
pengedar dan produsen (Mahara, 2018).
Pemidanaan berupa tindakan terhadap
korban penyalahgunaan Narkotika yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk
tindakan hukum yang dikenakan terhadap
tindakan berupa rehabilitasi karena
rehabilitasi merupakan salah satu langkah
yang dilakukan penegak hukum untuk
memberantas penyalahgunaan Narkotika.
Keputusan untuk dilaksanakannya
Rehabilitasi bagi pecandu narkotina
merupakan hukuman pidana alternatif
yang diberikan oleh majelis hakim dan
juga harus diperhitungkan sebagai masa
Tindakan

telah menjalani hukuman.

hukum yang berupa rehabilitasi ialah
suatu proses pemulihan klien gangguan
penggunaan narkoba baik dalam jangka
waktu tertentu yang bertujuan mengubah

prilaku untuk mengubah fungsi individu di
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masyarakat sebagaimana sebelum mereka
mengkonsumsi Narkotika.

Selanjutnya prosedur penjatuhan
tindakan diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan,
korban penyalahgunaan dan pecandu
narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi
rehabilitasi  sosial

media dan

yang
ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi

dan pengadilan negeri diseluruh Indonesia.

Pentingnya penelitian ini dilakukan
mengingat Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika telah
mengatur tentang penjatuhan pidana
dengan double track system, bagi para
pecandu narkotika tetapi hakim selalu
menerapkan dengan single track system
(pidana penjara). Urgensi dalam penelitian
ini ditemukannya fakta bahwa terdapat
aturan dan

kesenjangan antara

implementasi di lapangan. Maka yang
menjadi permasalahan dalam penelitian
ini adalah a. implementasi model double
track system, sanksi pidana dan tindakan
sebagai

sistem pemidanaan terhadap

pelaku kejahatan penyalahgunaan

narkotika di lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Langkat, b. apakah double track
system ini dapat dilaksanakan dan c.
apasaja yang menjadi hambatan dalam

penerapan double track system ini.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang dilakukan oleh
berdasarkan

penulis judul

yang
dikemukakan adalah penelitian yuridis
empiris dengan menggunakan metode

penelitian dan pengembangan yaitu
penelitian membuat rancangan produk
dan melakukan pengujian lapangan. Dalam
hal ini penelitian yang dilakukan hanya
menghasilkan rancangan produk, dan

rancangan tersebut secara internal
(pendapat ahli dan praktisi) dan diuji
secara eksternal (pengujian lapangan).

Metode pendekatan pada penelitian
ini adalah pendekatan socio-legal research.
Jenis data dalam  penelitian ini
diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu;
data primer dan data sekunder. Sumber
data primer yang merupakan sumber data
yang diperoleh secara langsung dari para
responden yang ditetapkan yaitu: praktisi
hukum dan praktisi pendidikan untuk
menyempurnakan desain produk dari
peneliti.

Sumber data sekunder dimaksudkan
merupakan data yang diambil kepustakaan
yaitu: undang-undang, laporan-laporan
penelitian, hasil seminar dan dokumen-
dokumen berkenaan dengan masalah akan
dijawab dalam penelitian ini. Sifat atau
spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Dipergunakan metode tersebut

agar peneliti dapat memperoleh gambaran

100
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yang sejelas-jelasnya secara tepat dan

sesuai dengan tujuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi model double track
system (sanksi pidana dan tindakan) sebagai
sistem  pemidanaan terhadap pelaku
kejahatan penyalahgunaan narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II
A Kabupaten Langkat. Dari hasil uji lapangan
di Lembaga Permasyarakatan Narkotika di
Kabupaten Langkat. Berdasarkan wawancara
dengan Bapak Raymond Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
bahwa dari

narapidana sedang

yang

melaksanakan  hukuman di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas I A
Kabupaten Langkat tidak ada yang dijatuhi
hukuman rehabilitasi hal ini menunjukan
bahwa double track system (tindakan dan
hukuman) dalam

belum terlaksanakan

penjatuhan  hukuman  kepada pelaku
kejahatan tindak pidana narkotika.

Namun ada program rehabilitasi yang
dilaksanakan berdasarkan rehabilitasi yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 Pasal 127 yaitu rehabilitasi
kesehatan dan rehabilitasi sosial. Untuk
lembaga pemasyarakatan Narkotika Langkat
program rehabilitasi yang dilaksanakan
sekarang ini program rehabilitasi sosial bukan
penerapan double track system atas putusan

Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat.

Berdasarkan wawancara dengan
Bapak Raymond menyatakan bahwa putusan
double track system di Pengadilan Negeri
Langkat dalam tindak pidana narkotika belum
pernah dilaksanakan artinya bahwa semua
pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi
hukuman dan menjalani hukuman di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1I A
Kabupaten Langkat semua atas putusan
Pengadilan Negeri yang menjatuhkan
hukuman penjara saja bukan hukuman
penjara dan tindakan atau rehabititasi (double
track system), maknanya adalah bahwa
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Reymond bagian Bimbingan Kemasyarakatan
dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Kabupaten Langkat
mengatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana
dengan double track system (tindakan dan
pemidanaan) di Pengadilan Negeri Langkat
belum pernah diimplementasikan.

Padahal Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 mengatur tentang penerapan
sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika
dengan double track system ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 111 s/d 148 dan Pasal 126,
127 dan 128, yang mengamanatkan
kewajiban untuk menjalani dan pengobatan
atau rehabilitasi bagi pencandu narkotika atau
korban penyalahgunaan narkotika.

Double  track system ini telah
diimplementasikan pada peradilan anak

sebagaimana yang diatur dalam Undang-
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undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, namun pada
kenyataannya double track system ini juga
jarang diterapkan, hakim lebih cenderung
menerapkan single track system yang berupa
hukuman penjara bukan sanksi tindakan yang
rehabilitasi.  Rehabilitasi

berupa bagi

narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Langkat yang dilaksanakan adalah
rehabilitasi sosial bagi narapidana yang sudah
dijatuhi hukuman penjara dan sedang
melaksanakan hukuman penjara tersebut
sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana
di atur dalam Pasal 127 ayat (3) yang
menyatakan; “dalam hal penyalahgunaan
sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat
dibuktikan atau sebagai korban
penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan
tersebut wajib menjalani rehabilitasi media
dan rehabilitasi sosial.”

Dimana narapidana yang layak untuk
mengikuti program rehabilitasi ini akan
diseleksi oleh tim dari BNN Deliserdang,
dengan kriteria layak dan tidak layak,
rehabilitasi sosial yang dilakukan ini diikuti
narapidana yang lolos dan dinyatakan layak
ini selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan wawancara di lembaga
pemasyarakatan dengan Bapak Dayat Kasubsi
Program Manajer Rehabilitasi Sosial di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II

A Kabupaten Langkat mengatakan bahwa

untuk tahun 2015 Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Kabupaten Langkat
jatah 15
narkotika untuk direhabilitasi sosial dan di

mendapat orang narapidana
tahun 2019 ini narapidana yang lolos seleksi
untuk diikutkan rehabilitasi sosial melonjak
menjadi 400 orang narapidana.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa
untuk rehabilitasi kesehatan untuk tahun ini
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan
Pemantang Siantar. Mungkinkah double track
system diterapkan di

Pengadilan Negeri

Kabupaten Langkat dalam hal tindak

kejahatan penyalahgunaan narkotika.
Menurut beberapa pendapat ahli yang peneliti
wawancarai seperti dosen pidana, Nelvitia
Purba, mengatakan bahwa double track system
bisa saja dilaksanakan mengingat landasan
hukumnya sudah jelas diatur dalam Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009, karena tidak
seharusnya pelaku penyalahgunaan narkotika
atau pecandu narkotika harus dipidana
dengan penjara tapi perlu juga dilakukan
rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi
seperti semula. Namun hasil wawancara di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II
A Kabupaten Langkat ternyata

hakim

sampai

sekarang belum  menerapkan

penjatuhan hukuman dengan double track
system ini dan hakim lebih cenderung
menggunakan single track system yang berupa

pidana penjara.
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Dari hasil data di lapangan ternyata
sistem tindakan dan pidana ini masih harus
disosialisasikan lagi agar pengadilan melalui
putusan hakim berani menjatuhkan hukuman
dengan double track system ini, karena tidak
semua pelaku tindak pidana narkotika adalah
penjahat mereka banyak juga hanya coba-
coba atau menjadi korban karena faktor
membawa  mereka

lingkungan  yang

melakukan  perbuatan  penyalahgunaan
narkotika ini. Lebih lanjut Pasal 10 KUHP juga
mengatur tentang double track system yakni
adanya pidana pokok dan pidana tambahan.
Hambatan-hambatan yang ditemukan
dalam penerapan double track system di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II
A Kabupaten Langkat. Dari hasil wawancara
dengan petugas lapas, diperoleh hasil bahwa
hambatan yang ditemukan dalam penerapan
double track system ini adalah sarana
prasarana yang belum memadai; lembaga
rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika
dan korban narkotika masih sangat terbatas.
Dalam proses persidangan hakim lebih
banyak menerapkan penghukuman dengan
single track system dengan menjatuhkan
hukuman pidana penjara; perlu persiapan
fasilitas seperti untuk mendirikan lembaga
rehabilitasi mengingat tidak semua kabupaten
memiliki lembaga rehabilitasi  untuk
penerapan double track system, yang jelas bila
sistem hukuman tindakan dan pidana ini

diimplementasikan. Perlunya sarana tempat

bagi korban narkotika yang sedang
direhabilitasi dengan pelaku kejahatan
narkotika yang kelas kakap, pengedar

misalnya. Karena antara korban dan pelaku
kejahatan tindak pidana narkotika ini harus
dipisahkan tempat menjalani hukumannya.
Upaya yang dilakukan di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1I A
Kabupaten Langkat bila double track system
diimplementasikan di Pengadilan Negeri

Kabupaten Langkat. Dari hasil data di
lapangan sampai sekarang belum ada putusan
Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat dalam
kasus penyalahgunaan narkotika dijatuhi
hukuman dengan sistem tindakan rehabilitasi
dengan pidana penjara Meskipun sebenarnya
tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba
harus dijatuhi hukuman penjara. Karena
hukuman  tindakan  rehabilitasi  juga
diperlukan sebagai tindakan preventif bagi
pelaku korban penyalahgunaan narkotika.

Upaya yang dilakukan dari hasil
wawancara peneliti dengan petugas di Lapas
Narkotika Kelas II A Kabupaten Langkat
adalah kelengkapan sarana prasarana sebagai
dampak dari putusan hakim yang dijatuhkan
dengan sistem tindakan dan pemidanaan bagi
pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah
disiapkan terlebih dahulu mengingat tempat
menjalani  hukuman  pidana  dengan
rehabilitasi harus terpisah disamping itu perlu
dipersiapkan anggaran untuk pelasanaan

hukuman rehabilitasi dan pidana tersebut.
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dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat

Namun berdasarkan wawancara peneliti
dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Kabupaten Langkat lebih
lanjut dijelaskan bahwa sampai sekarang ini
meskipun sistem ini belum dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat namun
rehabilitasi bagi narapidana yang telah
dijatuhi hukuman oleh Pengadilan upaya
rehabilitasi yang diatur dalam undang-undang
narkotika tetap  dilaksanakan  dimana
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II

A Kabupaten Langkat tahun 2020 ada 400

narapidana  narkotika  yang  sedang
melaksanakan rehabilitasi sosial.
SIMPULAN

Dari hasil kajian di lapangan
disimpulkan bahwa sampai sekarang

sistem pemidanaan yang dijatuhkan di
Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat

terhadap pelaku kejahatan narkotika

masih memakai single track system,
sehingga semua narapidana yang
menjalani  hukuman  di Lembaga

Permasyarakatan Narkotika Kelas II A
Langkat dijatuhi hukuman berupa pidana.
Sistem hukuman tindakan dan hukuman
pidana berdasarkan hasil wawancara

dengan petugas Lembaga
Permasyarakatan Narkotika Kelas II A
Langkat penerapan hukuman dengan
sistem ini bisa saja dilaksanakan karena

memang undang-undang mengaturnya.

Namun perlu dipersiapkan sarana

prasarana pendukung terlebih dahulu.
Banyak hambatan yang dijumpai dalam

pelaksanaan penerapan double track

system  terhadap pelaku kejahatan

penyalahgunaan narkotika antara lain

sarana prasarana yang belum memadai,

anggaran yang diperlukan, kesiapan

sumber daya manusia dalam memahami
makna pelaksanaan hukuman tindakan

dan pemidanaan ini dan lembaga

rehabilitasi yang jumlahnya masih sangat

minim.
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